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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Gorontalo dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin baik Penerapan 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka Kualitas Laporan Keuangan 

juga akan semakin baik pula. Kemudian nilai koefisien determinasi R2 

sebesar 0,342. Nilai ini berarti bahwa sebesar 34,2% Kualitas Laporan 

Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 

dipengaruhi oleh penerapan SAP. 

Berdasarkan hasil pengujian analisis variabel penelitian ditemukan 

bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berada pada 

kategori yang baik dengan skor sebesar 82,67%. Hal ini berarti bahwa 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mampu untuk 

menggunakan atau menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kemudian Kualitas Laporan Keuangan berada pada kategori yang baik 

dengan skor 77,93%. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang 

dihasilkan telah memenuhi syarat kualitatif sebagaimana yang telah 

ditetapkan. Istilah-istilah dalam akuntansi harus disesuaikan dengan 
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kemampuan pengguna, hal ini agar para pengguna mampu memahami 

maksud dari aturan, prinsip dan ketentuan yang berlaku umum dalam 

akuntansi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah atau dalam hal ini Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Gorontalo perlu untuk menerapkan SAP dengan lebih 

baik yakni dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi 

pegawai yang bertanggung jawab mengenai hal ini. 

2. Sebaiknya instansi untuk terus meningkatkan koordinasi dalam 

pengelolaan dan rekonsiliasi pengelolaan keuangan dengan pihak 

KPPN agar kedepannya tidak ada lagi keterlambatan dalam 

melaporkan pada KPPN. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel lain yang secara teori dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Serta 

merekonstruksi instrumen angket menjadi skala guttman agar hasil 

jawaban responden lebih obyektif.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari keterbatasan 

yang diakibatkan oleh peneliti sendiri ataupun sasaran penelitian. 
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Keterbatasan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni mengenai 

perbedaan antara fenomena yang disebut dalam latar belakang dengan 

temuan yang didasarkan pada hasil pengujian jawaban responden pada 

kuesioner. Para responden atau pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan 

umum Provinsi Gorontalo cenderung tidak objektif dalam memberikan 

jawaban. Hal ini pula karena pernyataan atau variabel dalam penelitian ini 

menyangkut individu dalam suatu instansi sehingga sangatlah tidak 

mungkin dalam memberikan pernyataan yang berakibat pada stigma 

negatif atas kualitas laporan keuangan dan sistem akuntansi pemerintah 

(SAP). 
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